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Yth. Ketua Partai Politik se-Kota Probolinggo

di

Tempat

Das
1.
2.
3.

10.

politik

ar Hukum

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum,;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata
CaraPenyelesaian Sengketa;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilihan Umum;

Keputusan Bawaslu Nomor 530/PM.00.01/K1/07/2022 tentang Imbauan terkait
dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan
Umum.

Bersama ini Bawaslu Kota Probolinggo mengimbau kepada Partai Politik peserta

peserta pemilu terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :
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1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur
dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan
sosialisasi dan pendidikan politik;

2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik agar Partai Politik
Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu)
tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau
unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

3. Adapun memperhatikan ketentuan dalam Pemilu berdasarkan Pasal 280 ayat (1)
huruf h UU 7 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15
Tahun 2023), diantaranya:

1) Tempat ibadah;

2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

3) tempat pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau
perguruan tinggi;

4) gedung milik pemerintah;

5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

4. Berdasarkan UU 7 Tahun 2017 Pasal 521, sanksi bagi setiap pelaksana, peserta,
dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan
penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye adalah pidana penjara
paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000 juta rupiah;

5. Bahwa selain sanksi pidana, adapun hukuman berupa pembatalan nama calon
anggota legislatif, dari tingkat DPR RI sampai DPRD kabupaten/kota dan DPD,
dari daftar calon tetap maupun sebagai calon terpilih yang tertuang pada
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 25 (1) huruf g (2) bahwa Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
masing-masing melakukan pengawasan penetapan DCT dengan cara
memastikan KPU melakukan pembatalan nama calon tetap anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT jika calon tetap anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota jika terbukti berdasarkan putusan



pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan
pelanggaran larangan kampanye Pemilu.
Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.
KETUA

JOHAN DWI ANGGA
Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
Walikota Probolinggo;
DPRD Kota Probolinggo;
Polres Probolinggo Kota;
Kodim 0820;
KPU Kota Probolinggo;
Bakesbangpol Kota Probolinggo;
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